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ABSTRACT

This study measures the Community Satisfaction Index (IKM) for public services
with the object of study of cooperation and SMEs in Bangkalan. IKM is one
indicator of the measurement of public services provided by government agencies
to the public, as showed in the Law of the Republic of Indonesia Number 25 Year
2009 on Public Service and Ministry Policy (KepmenPan) No.25 Year 2004 on
Guidelines for General Preparation Community Satisfaction Index - Services Unit
Agencies government. The measurement results on the Cooperative SMES
Bangkalan shows (1) the general services provided to the community well into the
criteria, only an element - service assurance nearly less well is service costs
accuracy, (2) of the kinds of services, the security elements service to the
institution to obtain the highest value of the 15 elements of the service. Then
followed by the elements of ability and courtesy officer. Based on these findings,
local governments, and especially SVIEs Cooperation Office can make service
improvements.

Keywords: Community Satisfaction Index, public service

ABSTRAK

Penelitian ini mengukur Indeks Kepuasan MasyaraltiitM) terhadap
pelayanan Publik dengan objek studi pada koperasi gelaku UMKM di
Bangkalan. IKM merupakan salah satu indikator dsngukuran pelayanan
publik yang diberikan oleh Instansi pemerintah aeldp masyarakat, seperti
tertuang dalam UU Republik Indonesia Nomor 25 TaPd@d9 tentang Pelayanan



Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Apakgera No 25 Tahun 2004
Tentang Pedoman mohum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit
Pelayanan Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran Y€da Dinas Koperasi

UMKM Bangkalan menunjukkan ( 1)

secara umum pelayayang diberikan

kepada masyarakat masuk kedalam kriteria baik, daayu (1) unsur pelayanan
yang mendekati kurang baik yaitu kepastian biayaye@an, (2) dari jenis
pelayanan, maka unsur keamanan pelayanan padaisnsti memperoleh nilai
tertinggi dari 15 unsur pelayanan. Selanjutnyautiikleh unsur kemampuan dan
kesopanan petugas. Berdasarkan temuan ini, perterdaerah dan khususnya
Dinas Koperasi UMKM dapat melakukan perbaikan petay.

Kata kunci : Indeks Kepuasan Masyarakat, pelayandiik

. PENDAHULUAN

Dalam
pemerintah
memberikan

kehidupan bernegara,
memiliki fungsi

berbagai pelayanan
publik  yang diperlukan  oleh

masyarakat, mulai dari pelayanan
dalam bentuk pengaturan ataupun
pelayanan-pelayanan lain  dalam
rangka memenuhi kebutuhan
masyarakat (Siagian, 2001). Dalam
rangka meningkatkan  perbaikan
pelayanan publik, pemerintah perlu
melakukan proses evaluasi terhadap
instansi-instansi, yang mendapat
banyak keluhan dari masyarakat.
Berbagai keluhan masyarakat secara

nasional telah ditampung dan
ditindaklanjuti  oleh  Ombudsman
Republik Indonesia. Ombudsman

Republik Indonesia adalah lembaga
negaradi Indonesiayang mempunyai
kewenangan mengawasi
penyelenggaraan pelayanan publik

yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara.

Desentralisasi sistem kelola
pemerintahan di Indonesia

memberikan perubahan dalam sistem
pengelolaan wewenang dan kewajiban
pemerintah daerah di Indonesia.
Walaupun baru berjalan beberapa
tahun, tapi telah terlihat begitu

dinamisnya perubahan-perubahan
dalam tata kelola pemerintahan di
Indonesia sesuai dengan kondisi yang
dihadapi (UNSFIR, 2005). Perlu juga

rasional dalam melihat perubahan ini,
bahwa reformasi kebijakan tersebut
penuh dengan konsekwensi-
konsekwensi yang menimbulkan

beberapa persoalan dalam
implementasinya (UNSFIR, 2005 ;

Smeru, 2004). Keadaan ini

merupakan sebuah proses yang perlu
dijalani olen Indonesia dalam

mewujudkan iklim demokrasi yang

lebih dinamis (Smeru, 2003).

1.1 Latar Belakang

Keberadaan dan peran Koperasi Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah dalam
menunjang kegiatan ekonomi
masyarakat, terutama dalam
menggerakkan sektor riil merupakan



realitas dalam kegiatan ekonomi daerah
yang sangat penting dan strategis. Hal
ini sudah jelas dan terbukti, oleh

karenanya ekonomi koperasi usaha
mikro, kecil dan menengah dipandang
perlu menjadi salah satu prioritas yang
harus dilakukan untuk menopang

ekonomi daerah yang kuat dan

terciptanya fundamental ekonomi yang
tangguh.

Dengan potensi sumber daya yang besar sektor

yang dimiliki Kabupaten Bangkalan
termasuk potensi sumber daya ekonomi,
maka pembangunan dan pertumbuhan
ekonomi di Kabupaten Bangkalan terus
bergerak positif. Salh satu pilar
pendukung kondisi positif perekonomian
Kabupaten Bangkalan adalah pilar
perekonomian Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah.

Secara geografis, Kabupaten
Bangkalan memiliki nilai strategis

karena dekat dengan pulau Jawa.
Dengan posisi letak paling barat pulau
Madura, Kabupaten Bangkalan menjadi
pintu gerbang dalam lintas barang dan
jasa yang menghubungkan Jawa dan
Madura. Bahkan Kabupaten

Bangkalan termasuk dalam

pembangunan area metropolitan
Surabaya (Surabaya Metropolitan
Area), dimana diharapkan menjadi katub
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa
Timur. Nilai strategis dan peran

Kabupaten Bangkalan dalam

investasi dan perdagangan semakin
vital dengan beroperasinya jembatan
Suramadu yang menghubungkan
Kabupaten Bangkalan di Madura dan
Surabaya di Pulau Jawa. Kabupaten
ini akhirnya merupakan bagian

pusat pengembangan perekonomian
Jawa Timur, sehingga perlu

dilakukan langkah-langkah strategis
untuk mengelola wilayah Surabaya dan

Madura secara terkoordinasi, sistimatis,
terarah dan terpadu.

Dalam  perkembangannya,  sektor
Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah ini tentunya masih banyak
mempunyai kendala dan permasalahan,
oleh karena itu perlu komitmen
semua pihak untuk terus
menerus berupaya
memberdayakannya. Hal ini mengingat
koperasi dan UMKM ini
memiliki nilai strategis karena sangat
terkait dengan masalah pengentasan
kemiskinan dan pengangguran. Ini
berarti bahwa apabila aktivitas
ekonomi dari Koperasi Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah bisa digerakkan,
maka roda perekonomian masyarakat
akan berjalan, usaha yang dikelola
akan berkembang sehingga pada
akhimya akan memberikan dampak
positif dalam ikut serta mengatasi
kemiskinan dan pengangguran termasuk
menumbuhkan  wirausaha-wirausaha
baru.

Pelayanan Publik yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah dewasa ini masih
banyak menemui kelemahan sehingga
belum dapat memenuhi kualitas yang
diharapkan oleh masyarakat. Hal ini
ditandai dengan masih adanya
berbagai keluhan masyarakat yang
disampaikan baik melalui media
massa, forum pelatihan hingga forum
dialog besar seperti seminar, sehingga
karenanya perlu terus diupayakan

untuk meningkatkan kualitas
pelayanan. Institusi ini tampak
semakin aktif melakukan upaya

peningkatan mutu pelayanan yang
baik kepada masyarakat.

Penyediaan Klinik Koperasi UMKM
merupakan usaha maksimal yang
telah dibuat oleh Dinas Koperasi



UMKM sejak tahun 2008.
Keberadaannya diharapkan mampu
mendorong pemberdayaan koperasi
UMKM khususnya kab. Bangkalan,
yang harapan selanjutnya diikuti
setiap Kecamatan memiliki Klinik
secara mandiri. Keterlibatan pihak
terkait di lapangan seperti koperasi
dan pelaku UMKM juga memperoleh
perhatian Dinas ini, yang ditunjukkan
dengan mendudukkan ketua
Paguyuban UMKM Bangkalan
sebagai koordinator Klinik koperasi
UMKM yang ada di Dinas Koperasi
UMKM.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik  sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenngan Pemerintah
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah
Otonom, Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, maka perlu
disusun Indeks Kepuasan Masyarakat.
Ini dilakukan untuk menilai tingkat
kualitas pelayanan termasuk menjadi
bahan penilaian terhadap unsur
pelayanan yang masih  perlu
perbaikan dan menjadi pendorong
setiap unit penyelenggara pelayanan
untuk meningkatkan kualitas
pelayanannya.

Penyusunan IKM Dinas Koperasi
UMKM juga merupakan pengukur
target kinerja Dinas sesuai visi dan
misinya. Dinas Koperasi UMKM

Kabupaten Bangkalan sebagai berikut

1. Memberdayakan Koperasi dan
UMKM menjadi pelaku ekonomi
yang tangguh dan profesional
dengan mengembangkan sistem
ekonomi kerakyatan yang

bertumpu pada mekanisme pasar
yang berkeadilan untuk mencapai
peningkatan kesejahteraan anggota
dan masyarakat.
2. Meningkatkan partisipasi
masyarakat dan dunia usaha dalam
rangka pemberdayaan Koperasi
dan UMKM secara terpadu.
Meningkatkan sekaligus
memberdayakan Koperasi dan
UMKM melalui kesertaan dalam
mengisi Klinik Koperasi UMKM
yang sudah tersedia.
Uraian di Fatas menunjukkan bahwa
Dinas Koperasi UMKM mempunyai
kewajiban dan tanggung jawab untuk
meningkatkan kualitas sumber daya
manusia dasumber daya yang ada di
Kabupaten Bangkalan. Upaya
pembinaan dan bimbingan kepada
pengurus, pengawas dan anggota
koperasi serta pelaku UMKM. Dinas
Koperasi juga merasa perlu dan harus
menyusun Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) sebagai parameter
dan bahan evaluasi kinerja pelayanan
Dinas Koperasi kepada masyarakat
luas dan khususnya kepada pengurus,
pengawas dan anggota koperasi serta

3.

pelaku UMKM di Kabupaten
Bangkalan.
Oleh karena dalam rangka lebih

mendorong tumbuh kembangnya usaha
yang dikelola koperasi dan UMKM,
maka Dinas ini telah menyediakan
sarana dan prasarakainik Koperas

dan UMKM, dengan harapan mampu
menyediakan layanan informasi tentang
potensi dalam pengembangan bisnis
koperasi dan UMKM agar potensi
sumber daya alam dan sumber daya
manusia dapat dimanfaatkan dan
dikembangkan secara optimal.



1.2 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerabh;

b. Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik;

c. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran
Negara Rl Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Negara RI Nomor
3952) ;

d. Instruksi Presiden Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perbaikan dan Peningkatan
Mutu Pelayanan Aparatur Kepada
Masyarakat;

e. Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
f. Keputusan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 63/KEP/M.PAN/7/2003

tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik

g. Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor : KEP/26/ /M.PAN/2004
tentang Petunjuk Teknis
Transparansi dan Akuntabilitas

Dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik ;

h. Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : KEP/25/ /M.PAN/2/2003

tentang Pedoman Umum
Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat Unit Pelayanan

Instansi Pemerintah
1.3Maksud dan Tujuan

Penyusunan Indeks
Masyarakat (IKM) dimaksudkan
untuk mengetahui tingkat Kkinerja
Dinas Koperasi UMKM Kabupaten
Bangkalan secara berkala sebagai
bahan untuk menetapkan kebijakan
dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan publik selanjutnya. Bagi
masyarakat, Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) dapat digunakan
sebagai gambaran tentang kinerja
pelayanan Dinas Koperasi UMKM
Kabupaten Bangkalan kepada
masyarakat. Masyarakat juga
memperoleh  kesempatan menilai
kinerja aparatur pemerintah sehingga
apa yang dirasakan olehnya mendapat
respon positif. Masyarakat selayaknya
memperoleh pelayanan yang baik dan
mau bekerja sama dengan aparatur
pemerintah, sehingga dua sisi yang
berbeda bisa menciptakan suasana
yang harmonis demi terwujudnya
cita-cita bangsa.

Kepuasan

1.4Ruang Lingkup
Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) Dinas Koperasi UMKM
Kabupaten Bangkalan meliputi ruang
lingkupnya antara lain:
1. Pendirian, Penggabungan dan
Pembubaran Koperasi
2. Pelayanan Penilaian
Kesehatan KSP / USP Koperasi
3. Penilaian Klasifikasi Koperasi

4. Pelayanan Rekomendasi
Pengajuan Bantuan Perkuatan
Modal bagi Koperasi dan
UMKM.
5. Penilaian keberadaan dan
fungsi Klinik Koperasi UMKM
yang ada di Kabupaten dan
Kecamatan

1.5 Sasaran



Adapun yang menjadi obyek atau
sasaran survei Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan
Dinas Koperasi UMKM Kabupaten
Bangkalan adalah pengurus,

pengawas dan anggota koperasi serta

pelaku UMKM di Kabupaten
Bangkalan.
. METODOLOGI
2.1 Indikator Indeks Kepuasan
Masyarakat

Berdasarkan UU RI Nomor 25 Tahun
2009; tentang Pelayanan Publik, dan
Kepmen PAN No 25 Tahun 2004 Tentang
Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan

Kesungguhan petugas dalam
memberikan pelayanan terutama
terhadap konsistensi waktu kerja
sesuai ketentuan yang berlaku.

5. Tanggung Jawab Petugas

Pelayanan (U5)

Kejelasan wewenang dan
tanggung jawab petugas dalam
penyelenggaraan dan penyelesaian
pelayanan.

6. Kemampuan Petugas

Pelayanan (UG6)

Tingkat keahlian dan keterampilan
yang dimiliki petugas dalam
memberikan/menyelesaikan
pelayanan kepada masyarakat.
7.Kecepatan Pelayanan (U7)

Target waktu pelayanan dapat
diselesaikan dalam waktu yang telah
ditentukan oleh unit penyelenggara

Instansi Pemerintah menetapkan sekurang- Pelayanan.

kurangnya 14 unsur penilaian Indeks

Kepuasan Masyarakat yang telah dianggap

"relevan, valid dan reliabel"
(sebagaimana  berikut)  ditambah
dengan pelyanan Klinik Koperasi
UMKM sehingga menjadi 15 unsur
pelayanan, terdiri dari :

1. Prosedur Pelayanan (Ul)

Kemudahan tahapan pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat dilihat dari
nisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. Persyaratan Pelayanan (U2)

Persyaratan teknis dan
administratif yang diperlukan untuk
mendapatkan pelayanan sesuai dengan
jenis pelayanan
3. Kejelasan Petugas Pelayana

(U3)

Keberadaan dan kepastian petugas
yang memberikan pelayanan (nama,
jabatan serta kewenangan dan tanggung
jawabnya)

4. Kedisiplinan Petugas

Pelayanan (U4)

8. Keadilan
Pelayanan (U8)
Pelaksanaan pelayanan dengan

tidak membedakan golongan/status

masyarakat yang dilayani.

9. Kesopanan dan Keramahan
Petugas (U9)

Sikap dan petugas dalam
memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat secara sopan dan ramah
serta saling menghargai dan
menghormati.

10. Kewajaran Biaya Pelayanan

(U10)

Keterjangkauan masyarakat
terhadap besamya biaya yang
ditetapkan oleh unit pelayanan.

11. Kepastian Biaya Pelayanan

(U11)

Kesesuaian antara biaya yang
dibayarkan dengan biaya yang telah
ditetapkan.

12. Kepastian Jadwal Pelayanan

(U12)

Mendapatkan



Pelaksanaan waktu pelayanan

sesuai dengan ketentuan yang telah pelayanan

ditetapkan.

13. Kenyamanan
(U13)
Kondisi sarana dan prasarana

pelayanan yang bersih, rapi, dan

teratur sehingga dapat memberikan
rasa nyaman kepada penerima
pelayanan.

14. Keamanan Pelayanan (U14)
Terjaminnya tingkat

keamanan lingkungan unit
penyelenggara pelayanan ataupun
sarana yang digunakan, sehingga
masyarakat merasa tenang untuk
mendapatkan pelayanan terhadap
resiko-resiko yang diakibatkan dari
pelaksanaan pelayanan.

Lingkungan

15. Pelayanan Klinik Koperasi

UMKM (U15)

Ketersediaan wacana
pengembangan usaha Koperasi
UMKM
2.2 Metode Analisis

Penyusunan Indeks Kepuasan
Masyarakat ini dilakukan dengan
tujuan untuk mengetahui tingkat
kinerja Dinas Koperasi UMKM

dalam memberikan pelayanan kepada orang pengurus,

Kepuasan Masyarakat penerima
yang dalam hal ini
kepuasan pengurus, pengawas dan
anggota koperasi serta pelaku
UMKM.

Penyebaran kuesioner dilakukan
kepada pengurus, pengawas dan
anggota serta pelaku UMKM di
Kabupaten Bangkalan yang tersebar
dalam 18 Kecamatan. Bentuk
jawaban kuesioner dari setiap unsur
pelayanan secara umum
mencerminkan  tingkat  kualitas
pelayanan, yaitu dari yang sangat baik
sampai dengan tidak baik.

» Untuk Kategori Tidak Baik

mendapat Poin 1
» Untuk Kategori Kurang Baik

mendapat Poin 2
» Untuk Kategori Baik mendapat
>

Poin 3
Untuk Kategori Sangat Baik
mendapatt Poin 4

Responden dipilih secara acak

di masing-masing pengurus,
pengawas dan anggota koperasi serta
pelaku UMKM di Kabupaten

Bangkalan. Untuk memenuhi akurasi
penyusunan Indeks, responden
terpilih  ditetapkan sebanyak 150
pengawas dan

masyarakat dan sekaligus sebagai anggota koperasi serta pelaku UMKM
wahana penyerap aspirasi masyarakat di Kabupaten Bangkalan dari jumlah

baik yang berupa saran, harapan,
sekaligus keluhan (komplain)
terhadap pelayanan vyang telah

diberikan selama ini untuk dijadikan
pedoman kebijakan, program dan

strategi guna peningkatan pelayanan Kecamatan,

berikutnya.
Dalam penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM)

digunakan kuesioner (angket) sebagai

alat (instrumen) pengumpulan Data

populasi  penerimaan pelayanan,
dengan dasar jumlah unsur x 10;
jelasnya 15 x 10 = 150 responden.
Responden berasal dari
beberapa desa yang tersebar di 18
kabupaten Bangkalan.
Jumlah responden sebanyak 150
orang terdiri dari:
1. 70 Koperasi Wanita yang berasal
dari 18 kecamatan di kabupaten
Bangkalan,



2. 25 Koperasi yang tersebar di
wilayah kabupaten Bangkalan,

3. 50 pelaku UMKM yang berasal
dari 18 kecamatan di kabupaten
Bangkalan.

Data isian kuesioner dari setiap
responden dimasukkan ke dalam
formulir 1 (U;) sampai dengan unsur
15 (Urs).

Selanjutnya untuk mendapatkan
nilai rata-rata per unsur pelayanan dan
nilai unit pelayanan adalah sebagai
berikut :

a) Nilai  masing-masing unsur
pelayanan  dijumlahkan ke
bawah sesuai dengan jumlah
kuesioner yang diisi oleh
responden, kemudian untuk
mendapatkan nilai rata-rata
(NRR) per unsur pelayanan,

jumlah nilai masing-masing

unsur pelayanan dibagi dengan
jumlah responden yang

mengisi.

b) Untuk mendapatkan nilai rata-
rata (NRR) tertimbang per
unsur pelayanan, jumlah nilai
rata-rata per unsur pelayanan
dinaikkan dengan 0,071 sebagai
nilai bobot rata-rata tertimbang.

¢) Untuk memperoleh nilai Indeks

Unit Pelayanan dengan cara

menjumlahkan nilai rata-rata

tertimbang 15 unsur pelayanan
yang dikaji.

Untuk memudahkan interpretasi
terhadap penilaian Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) yaitu antara 25 —
100 maka hasil penilaian tersebut
dikonversikan dengan nilai dasar 25,
dengan rumus Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Unit Pelayanan x
25 sedangkan untuk menilai mutu
pelayanan dan kinerja unit pelayanan
bisa dilihat :

Kinerja Unit

Nilai Nilai Interval Nilai Internal Mutu
Persepsi 1 KM Konversi 1 KM Pelayanan Pelayanan
5

1 > 3 a
1 1,00 — 1,75 25 _ 43,75 D Tidak Baik
2 1,76 — 2,50 43,76 — 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 — 3,25 62,51 — 81,25 B Baik
4 3,26 — 4,00 81,25 — 100,00 A Sangat Baik

Tabel 3.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Kepmen PAN no. 25/2004




Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
(IKM) dihitung dengan menggunakan
“nilai rata-rata tertimbang” masing-

masing unsur pelayanan. Dalam
penghitungan  Indeks  Kepuasan
Masyarakat terhadap 15 variabel
independen yang dikaji, setiap
variabel independen memiliki

penimbang yang sama dengan rumus
(2) sebagai berikut:

umlahbobot 1
jl—:—:ﬂ,f}?
Jumlahunsur 14

Bobot nilai rata-rata tertimbang =
Untuk memperoleh nilai IKM unit
pelayanan digunakan pendekatan nilai
rata-rata tertimbang dengan rumus (3)
sebagai berikut:

Total nilai per unsur

= — % Nilai penimk
Total unsur yang terisi

(3)

Untuk  memudahkan interpretasi
terhadap penilaian IKM yaitu antara

25 - 100 maka hasil penilaian tersebut
diatas dikonversikan dengan nilai
dasar 25, dengan rumus sebagai
berikut,

IKM unit pelayanan = IKM X 25 ...4
Setelah mengetahui nilai IKM, maka
dapat diketahui kriteria kinerja unit
pelayanan yang dapat dilihat pada
tabel di atas.

IV. HASIL/TEMUAN

4.1. Indeks Kepuasan
Masyarakat secara Umum

Analisis ini  dilakukan dengan

menggunakan penilaian indeks
kepuasan masyarakat, dimana dari
hasil perhitungan didapat kriteria nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1 Posisi Nilai Pelayanan Publik Dinas KkapeUMKM Bangkalan

Nilai | tN“ail 1 ngai Inter_nfl Mutu Kinelrja Unit
R nterval onversi Pelayanan
Persepsi KM KM Pelayanan
5
a1 > 3 a
1 1,00 — 1,75 25 43,75 D Tidak Baik
Kurang
2 1,76 — 2,50 43,76 — 62,50 c Baik
2,51 — 3,25| 62,51 — 81,25 B Baik
a 3,26 — 4,00| 81,25 — 100,90 A Sangat Baik

Sumber: IKM Dinas Koperasi UMKM Bangkalan 2012

Sementara dari hasil analisis statistik,
diperoleh nilaimean statisic jawaban

responden mengenai Kinerja
pelayanan yang dilaksanakan Dinas

Koperasi UMKM Bangkalan sebagai
berikut:



Tabel 4.2. NRR Setiap Unsur Pelayanan Dinas Kopeifd&M Bangkalan

No | Unsur Pelayanan NRR

1 Prosedur Pelayanan 2,86

2 Persyaratan Pelayanan 2,87

3 Kejelasan Petugas 2,87

4 Kedisiplinan Petugas 2,69

5 Tanggung Jawab Petugas 2,81

6 Kemampuan Petugas 2,89

7 Kecepatan Petugas 2,65

8 Keadilan Petugas 2,81

9 Kesopanan Petugas 2,89

10 | Kewajaran Biaya 2,65

11 | Kepastian Biaya 2,59

12 | Kepastian Jadwal 2,71

13 | Kenyamanan Lingkungan 2,88

14 | Keamanan Pelayanan 2,95

15 | Pelayanan Klinik 2,77
Sumber : Data Primer diolah, 2012

secara umum tingkat pelayanan
. publik yang dilakukan Dinas

Dengan ~ menggunakan  teknik  Koperasi UMKM Bangkalan sudah
perhitungan  Indeks  Kepuasan masuk dalam kategori Baik, dimana
Masyarakat, =~ maka dihasilkan ynsyr  pelayanan yang paling
gambaran tentang posisi tingkat menonjol adalah unsur keamanan

pelayanan serta persoalan-persoalan
yang muncul dalam pelaksanaan
pelayanan di Dinas Koperasi UMKM
Bangkalan. Hasil pengukuran 1KM
pada institusi ini  menunjukkan
perihal berikut:

1. Secara umum pelayanan yang
diberikan kepada masyarakat masuk
kedalam kriteria baik, hanya satu (1)
unsur pelayanan yang mendekati
kurang baik yaitu unsur kepastian
biaya pelayanan.

2. Dari jenis pelayanan, maka unsur
keamanan pelayanan pada institusi

ini  memperoleh nilai tertinggi
dibandingkan dengan 14 unsur
pelayanan yang lain. Selanjutnya

diikuti oleh unsur kemampuan dan
kesopanan petugas. Dengan kata lain,

pelayanan. Perbedaan yang tipis dari
semua unsur pelayanan yang
diberikan institusi ini menunjukkan
dalam kelompok kategori yang sama
yaitu berkualifikasi ‘baik’ semua.
Namun apabila ditelusuri dengan
cermat, maka ditemukan adanya satu
(1) unsur pelayanan yang mendekati
rendah yaitu unsur kepastian biaya.
Untuk yang jenis pelayanan ini perlu
diperlakukan lebih hati-hati karena
nilai yang dimiliki cukup
mengkhawatirkan ke arah yang
rendah atau kualifikasi kurang baik.

4.2. Indeks Kepuasan
Masyarakat Menurut Jenis
Pelayanan



Perbandingan tingkat kepuasan
masyarakat pada jenis-jenis pelayanan
yang diberikan perlu ditampilkan
guna melihat bagaimana Kinerja
pelayanan pada masing-masing jenis
serta unit-unit pelayanan yang ada.
Secara umum terlihat bahwa mutu
layanan yang diberikan pada jenis-
jenis  pelayanan publik Dinas
Koperasi UMKM Bngkalan sudah
termasuk dalam katagofB", yaitu
kualitas kinerja dengan pelayanan
"baik".

V. KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat dikemukakan
sebagai hasil dalam meneliti Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) selama
kurun waktu dua (2) bulan adalah
sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan publik
(public service) di Dinas Koperasi

UMKM Bangkalan secara umum
mencerminkan tingkat kualitas yang
baik. Hal ini terbukti ke-15 unsur
pelayanan semua nilai rata-rata
berada pada nilai persepsi 3.

2. Nilai IKM Dinas Koperasi

UMKM Bangkalan setelah

dikonversikan (70) berada pada
interval 62,51 — 81,25. Ini dapat
disimpulkan bahwa Kinerja Dinas
Koperasi UMKM Bangkalan adalah
baik.

3.  Untuk bisa mewujudkan
pelaksanaan pelayanan prima
diperlukan komitmen untuk
melaksanakan  transparansi dan

akuntabilitas, baik oleh pengambilan
keputusan top manager), pimpinan

unit pelaksana dan pelaksana
pelayanan publik, untuk selalu
berupaya memberikan pelayanan

secara cepat, tepat, murah, terbuka,
sederhana, dan mudah dilaksanakan
serta tidak diskriminatif. Di sisi lain
pelanggan (masyarakat) diharapkan
ikut membantu dalam arti melengkapi
syarat berkas-berkas layanan serta
tidak bersifat apatis terhadap upaya-
upaya peningkatan pelayanan.

B. SARAN

Pemerintah Kabupaten Bangkalan
diharapkan memberikan tindak lanjut
atas hasil/temuan yang diperoleh dari
kegiatan survei ini. Tim Survei IKM

sudah melaksanakan survei dengan
tingkat kehati-hatian yang sangat
tinggi dan bekerja sama dengan unit
independen dalam melaksanakan
survei ke desa-desa di 18 kecamatan
yang tersebar di wilayah kabupaten
Bangkalan. Dengan adanya tim yang
benar-benar independen, kapabel dan
mempunyai kredibilitas akan

menjamin hasil survey IKM yang

betul-betul valid dan akuntabel.

Selanjutnya, diharapkan survei yang
akan datang lebih banyak lagi

disajikan tambahan unsur pelayanan,
sehingga menambah wawasan
pengetahuan dan memperkuat
kemantapan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan publik yang
dilksanakan oleh aparatur pemerintah.

A. KETERBATASAN

Pelaksanaan survei IKMini juga
masih memiliki keterbatasan
keterbatasan.

Denganketerbatasan ini, diharapkan
dapat dijadikan untuk melakukan
perbaikanpada penelitian mendatang.
Adapun keterbatasan dalam
pelaksanaan survei ini adalah karena
responden merupakan pekerja dengan
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mobilitas tinggi yang menyebabkan
tidak semua calonresponden mau
meluangkan waktuuntuk mengisi
kuesioner. Disamping itu keterbatasan 8.
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